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PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2016/PA EKk.

PGS VG 1 P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir D.ll Kebidanan, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat

kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan
TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
Pekerjaan Sopir, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten
Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan

pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Juli
2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang
dalam register dengan Nomor 170/Pdt.G/2016/PA.EK. yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2013,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/08/1X/2013, yang dikeluarkan
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal
27 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat selama 7 bulan dan telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan anak tersebut
tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak bulan April tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan :

a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari

nafkah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali

b. Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan
lain

c. Bahwa sebelum dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib kepada Penggugat

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan April tahun 2014 yang akibatnya Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dan
selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya
dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
komunikasi

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan
jalan perceraian

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan
hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk
memerintahkan  kepada Panitera Pengadilan Agama  Enrekang
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat
mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cg. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan
sebagai berikut;

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus
orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas
panggilan tanggal 13 Juli 2016 dan 15 Agustus 2016 telah dipanggil secara sah
dan patut untuk hadir di persidangan sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya

tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan
memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa, dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/08/1X/2013
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal
27 September 2013, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai ( Bukti P );

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan
bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara

persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan
kenal Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai
satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di
rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari
dua tahun tanpa pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran sebelum
Tergugat pergi;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
selama lebih dari dua tahun;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada
yang mengetahui keberadaannya yang jelas saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk
bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat tidak bisa

bersabar lagi;
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- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI Il, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan
kenal Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi ibu kandung
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai
satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di
rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari
dua tahun tanpa pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah anatara Penggugat
dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
selama lebih dari dua tahun;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada
yang mengetahui keberadaannya yang jelas saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk
bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat tidak bisa
bersabar lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat
sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan
Agama Enrekang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1)
hurup (@) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama

Enrekang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun
membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua
kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakillkuasanya meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis
berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak tidak membantah dalil-
dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg Perkara

ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dn Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak bulan april tahun 2014 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan
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Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah namun sejak kepergiannya
tersebut tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak
diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia
sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis

pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Penggugat
di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Penggugat dan Tergugat
melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan
relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukii

surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai
suami isteri sah menikah pada tanggal 26 September 2013 sehingga majelis
menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadapTergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya
dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
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karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah
lebih dua tahun lamanya tanpa diketahui dimana keberadaannya yang jelas

saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga
sudah berupaya menasihati agar Penggugat bersabar untuk menunggu
kedatangan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup bersabar dan

tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang
berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya,
sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagai bukti sehingga dapat dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai
ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

menikah pada tanggal 26 September 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
sejak bulan April 2014 hingga sudah 2 tahun 7 bulan lamanya dan
tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
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rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karenaTergugat
pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal
selama 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa pernah kembali lagi meskipun telah
diupayakan oleh pihak keluarga agar tetap rukun tapi upaya tersebut tidak
berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa disyari‘atkannya pernikahan sebagai mitsaqon
gholidon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki
oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di mana Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat sudah tidak ada
kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka
tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak
telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti
yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut
telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka
diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada
maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai
maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan
majelis dalam perkara ini berbunyi:

CJL.AA\ Gla e PREPRCNEIN P
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Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim  berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang
demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya
dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata
ketidak hadirannnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan
hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil
alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

A By allh ged Canalgpmalucall plla (e asla ) o8 0

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat
selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang
pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( ¢ )
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugraa

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147
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ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang

bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT;

4. Memerintahkan  Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus

tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada

hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15
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Shafar 1438 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis,
Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis
Laila Syahidan, S.Ag Drs. H. Muhd. Jazuli
Yusuf Bahrudin, S.HI. Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin
Perincian Biaya Perkara :

1. BiayaPendaftaran " Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi © Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai . Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,-

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )
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